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ABSTRAK 
  Pertanggggungjawaban Pidana adaaalah pertangungggjawaban yang dilakukan oleh seseorang 
yang melakiukan tindak piiidana, lebih tepatnya adalah pertanggungjawaban atas tindap pidana yang 
dilakukannya. Pertanggungjawaban memiliki peran dalam huokum pidana yang disebut dengan ajarrran 
kesalahaaan. Kesalahan dalam bahasa latin disebut dengan mens rea. Anak harusa mendapatkan haknya 
untuk bermain, belajar, bersosialisaaasi dan mendapatkan perlinduuungan hukum pada saat anak 
sedang berkooonflik hukuom karena anak adalah generasi penerus bangsa. Kehhjahatan kekerasssan 
seksiuuual anak diartikan sebagai  interaksi artau huboungan antara anak satu dengan anak yang lain, 
dimana anak korban dipergunakan sebagai pemuas nafsu bagi pelaku.  Perbuatan tersebut dilaksanakan 
dengan cara tekanan, ancaman, pakssaan, atau tipuan. Dan perlu diketahui bahwa kekerasan seksual 
antara pelaku dengan korban anak tidak harus terjadi kontak badan. Dalam UU NO 17 Tahun 2016 
tentttang Peneeeetapan Perattturan Pemeruiintah Peneegganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perrubahan 
Kedeua Atas UU NO 23 tahrun 2002 Tewntang Perlindungaun Anak Menjadi UU (selanjutnya disebut 
UUPA) yang menjadi dasar pada perlindungan anak bagi penegak hukum khususnya. Dalam UU 
tersebut mengatur bahwa tanggung jawab oraeng tua, masyarrakat, keluwarga, negaura dan pemeriintah 
sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak dan menggutamakan 
perrlindungan hak-hak anak. Pasal 5 UU NO 11 Tahhun 2012 tentang Sistuem Peraswdilan Pihudana 
Anak (selanjutnya disebut UUSPPA) menggambarkan bahwa sistem perdilan pidana aneak wajib 
mengutamakan pendekatan keadilan resstoratif dan mengupayeuakan diversi. Restowrative Justices 
merupakan konsep keadeilan yang berbeda dengan retributive yang meruprakan sisteem hukoum 
pidana Indonesia, dimana pendekatan retributive masih mendiominasi dalam UU Pengadilan Anak, 
pendekatan yang bersifat rehabilitative sekalipun belum cukup signifikan. Pasal 1 angka 7 UU NO 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah mekanisme untuk mengalihkan 
penyelesaian perkara dari proddses peradilan pidavvna ke proses di luar perjjadilan pidana. Diversi 
merupakan upaya untuk membangun kembali relasi sosial akibat tindak pidana, daripada menghadapi 
proses persidangan di pengadilan, yang hanyuua akan mengakibatkan pengucvilan bagi pelaku dari 
kehidupan sehari-hhari.  

 
Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan Kekerasan Seksual, Restorative Justice, 

Diversi 

 
ABSTRACT 

 Criminal liability is the accountability committed by a person who commits a criminal offense, 

more precisely the accountability of the crime he committed. Accountability has a role in criminal law 

called the doctrine of error. The error in Latin is called mens rea. The child must have the right to play, 

learn, socialize and get legal protection when the child is in conflict because the child is the next 

generation. Child sexual violence crime is defined as the interaction or relationship between one child 

with another child, where the victim's child is used as a satisfy of lust for the perpetrator. The act is 

carried out by means of pressure, threat, coercion, or deceit. And keep in mind that sexual violence 

between perpetrators and child victims does not have to occur body contact. In Law No. 17 of 2016 on the 

Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act NO 1 of 2016 on the Second Amendment of Act No. 
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23 of 2002 on the Protection of Children into Law (hereinafter referred to as LoGA) which became the 

basis for the protection of children for law enforcement in particular. The law provides that the 

responsibilities of parents, community, family, state and government are indispensable in carrying out 

child protection activities and prioritizing the protection of children's rights. Article 5 of Law No. 11 Year 

2012 on the Child Criminal Justice System (hereinafter referred to as UUSPPA) illustrates that child 

criminal justice systems should prioritize restorative justice approaches and seek diversion. Restowrative 

Justices is a differentiated concept of justice with retributive that is an Indonesian criminal law system, 

where retributive approaches still dominate in the Juvenile Justice Act, a rehabilitative approach though 

not significant enough. Article 1 number 7 of Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of 

Children, Diversi is a mechanism to transfer the settlement of cases from the criminal justice process to 

proceedings outside the criminal justice. Diversi is an attempt to rebuild social relations due to crime, 

rather than face court proceedings, which will only result in the exclusion of the perpetrators in daily life. 

Key words : Criminal Liability, Crime of Sexual Violence, Restorative Justice, Diversi 

 
A. Pendahuluan  
1.Leatar Beliakang Masualah 

Indonesia merupaaekan Negaura hukoum yang berdddasarkan Pancasila dan UUD 

Negara Republik Indonesia 1945, yang di dalamnya telah daiatur segala kuehidupan 

masyaraekat Indonesia. Hukum merupakan kompiponen yang sangat penting dalam aspek 

kehidupan sebagai manuusia yang hidup dalam suatu negara dan hrarus bisa dijadikan sebagai 

pedoman dalam hubungaenya dengan manusia yang lain. Hukum untuk manusia, maka 

pelaksanaan dan peneigakan huokum harus bermanfaeat untuk masyarakiat. Yang dimana 

memperhatikan keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.1  

Hukum yang berlaku dalam suatu negara, mempunyytyai tugas untuk mehngatur 

masyarakat yang ada di dalsamnya dengan maksud bahwa kehadirjan hukum diharapkan 

kepentingan satu dengan yang lain tidak berseberangan dan untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Untuk terwujudnya 

hal tersebut digunakan dengan cara membatassii dan melindungi kepentingan. Hukum 

memilyyiki komponen-komponen antara lain: (a) Komponen Subtantif, berisikan norma-

normaa yang memiliki sifat lebih instan; (b) Koumponen Spiritytual, adaalh nilai-nilai yang 

memiliki sifat dinamis; (c) Keomponen Strukitural, adalah lapisan-lfapisan yang terdiri atas 

adat, kerbiasaan, hukoum dan UU; (d) Kormponen Kultoural, berisikan tathanan hidup 

mianusia yang mempunybai sifat menyesuaikan diri dengan linrgkungan.2  

Perbuatan melanggar hukum atau penyimtpangan tingkah laku anak disebabkan oleh 

beberrapa faktror. Faktor tersebut dapat memiliki dampat negatif dalam arus globalisasi di 

bidang komeeunikasi dan informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

adanya perubhhahan cara hidup orang tua. Beberapa faktor tersebut dapat mengakibatkan 

perubahtan sosial yang dalam kehidrupan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh perilaku anak. 

Sehingga anak yang kurang dan tidak memperoleh kaggsih sayang, bimbingan serta 

                                                           
1 Maidin Gultom, Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. 

Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 14. 
2 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm.138. 



3 
 

pengawwasan dari orrang tua, sehingga dapat merugikan perkembangan pribadi shheorang 

anak yang dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan.  

Berdasarkan data Komisi Perlinwwdungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) 

di tahun 2017 kasus pornografi dan kejahatan seksual terkait anak-anak didominasi laki-laki 

ketimbang perempuan. Korban dan pelaku anakkk laki-laki sebanyak 1.234 atau 54 persen dan 

anak perempuan 1.064 atau 46 persen.3 Pada saat anak berhadapan dengan hukum, polisi atau 

penegak hukum lainnya tidak boleh memperlakukan anak dengan trdakwa orang dewasa. 

Oleh karenanya, diperlukan penanganan khusus masalah tindak pidana anak yang dilakukan 

diluar peradilan uum berupa peradilan anak. Sehingga, penyelesaian perkara pidana anak sejak 

dalam tahap penangkapan, penahanan, dalam persidangan sampai pembinaan wajib diproses 

oleh penegak hukum yang paham masalah anak.  

Pasal 5 UU NO 11 Tahrun 2012 teyntang Siistem Peradiolan Pidwana Angak 

(selanjutnya disebut UUSPPA) menggambarkan bahwa siestem perdilan paidana aniak wkkajib 

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversi. Hal ini bertujuan 

agar proses penyelesaian perkara pidana anak dapat diselesaikan diluar pengadilhhan dan 

mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban. Apabila penyelesaian perkara pidana 

melalui pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversi dapat tercapai, harapan kita 

adalah agar hak-hak anak tidak terganggu serta terjaga pikiran dan mentalnya meskikkpun 

sedang manjalani proses hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

Restorative Justice adalah keadilan yang vvsangat berbeda sistem hukum pidana yang 

bersifat retributive, UUPA sifat retributive masih mendominasi, pendekatan yang bersifat 

rehabmmilitative sekalipun belum cukup baik. Dalam UUPA hanya terbatas pada aturan 

ancaman pidana dan adanya alternative tindakan selmmain pidana.4    

Diversi dalam berbagai konvensi hukum internasional merupakan salah satu alternative 

dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Paswal 1 anygka 7 UUSPPA, dikenal model 

penyegglesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana 

yang disebut Diversi. Dengan diversi diharapkan adanya pengaddlihan tahapan proses 

penyelesaian perkara anak pelaku kekerasan seksual dari proses peradilan ke proses sosial. 

Pengalihan tesebut dilakukan dengan mempertimbangkan masa depan anak sehingga dapat 

diselesaikan diluar peradilan dengan cara memssbina anak tersebut yang diserahkan kepada 

oradng tua, Dinas Srosial maupun petmerintah. 

Diversi sebagai upaya pelaku untuk memperbaiki kesalahannyaaa dan 

memertanggungjawabkan tindakannya yang disebut tindaktan perrsuasif atau tindakan nron 

peinal, serta berterus terang atas kesalahannya dan menghbbindarkan anak dari proses 

penangkapan yang mengrgunakan tindrakan kekeraysan dan pcemaksaan. 

Pemidanaan bagi anak akan mempengaruhi perkebmangan daaan perthumbuhan anak 

yang akan berdampak buruk bagi kehidupan anak. Dampak buruk tersebut akan merusak 

masa depan mereka. Dampak buruk diantaranya : 

                                                           
3 Davit Setyawan, http://www.kpai.go.id/berita/kasus-kekerasan-seksual-anak-didominasi-laki-

laki/, diunduh pada tanggal 17-04-2018, pukul 16.30 WIB. 
4 Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013. hal.134. 
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a. Kekerasan fisik, pemukulan dan penyiksaan apabila anak ditempatkan di tahanan 

yang bercampur dengan perlaku kejahartan orang dewaisa, atau perilaku lain yang 

kttejam yang dialkuakan oleh terdakwa dewasa terhadap anak dan tindakan tidak 

manursiawi lainnya, sering dijumpai anak. Kekerasan psikis antara lain : 

pengancaman, hinaan , caci maki, dan kata-kata kotor. pengaruh psikffologis atau 

kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak dalam  proses peradilan pidana. 

Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kerrkerasan seksual, 

antara lain : pencabulan dan pelecehan seksual. 

b. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas 

di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, 

gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak 

menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu, 

dan sebagainya. Efek negatifpun berlanjut seggtelah anak dijatuhi putusan 

pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan. 

c. Pengaruh buruk proses peradilan pidana formal, juga ddddapat berupa trauma, 

stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah.5 

Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat 

pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersbbebut selalu dikhawatirkan 

akan berbuat jahat lagi. Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk 

menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor 

polisi ataupun tidak datang sekolah. Dari latar belakang permahhsalahan yang telah 

dipaparkan diatas, maka penulis melakukan penelitian Pertanggungjawaban Pidana Anak 

Konflik Hukum Pada Kejahatan Kekerasan Seksual Anak. 

2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak konflik hukum pada kejahatan 

kekerasan seksual anak menurut UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak ? 

2. Bagaimana konsep penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan 

model restorative justice ?  

3.Metode Penelitian  

Penelitian ini menhhggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang 

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma, teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUUan yang berkaitan dengan 

Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan UU (statute 

approach). Pendekatan UU dilakukan dengan menhhdekati masalah yang diteliti dengan 

menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan 

sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaghha atau pejabat yang berwenang. Oleh 

                                                           
5  Setya Wahyudi, et. al., Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan 

Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak, Jurnal Kertha Wicaksana, 2009. hal.23. 
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karena itu, pengkajffian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perUUan (tertulis) 

yang terkait dengan masalah yang diteliti.  

Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual dilakukan 

manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena 

memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masajjlah yang dihadapi.6 Pendekatan ini 

berasal dari pandaggngan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini 

menjadi penting sebab pemahaman terhadap pffandangan atau doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide 

dengan memberikan pengertiayyn-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum 

yang relevan dengan permasalahattn. 

 

B. Pembahasan 

1.  Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

 Pasal 20 UUSPPA menggggambarkan bahwa Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh 

Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diakkjukan ke sidang pengadilan 

setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetaiipi 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. 

Pasal 21 UUSPPA, apabila anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau 

diduga melakukan tinffdak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 

Profesional mengambil keputusan untuk: 

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau 

2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 

di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan 

sosial, baik di tinhhgkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 

Apabila pelaku kekerasan seksual kepada anak dilakukan oleh anak juga maka berlaku 

ketentuan Pasal 81 ayat 1 dan 2 UUSPPA dimana anak hanya dijatuhffi pidana penjara di LPKA 

apabila keadaan atau perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara 

yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari mkkaksimum ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pertanggungjawabn pidana ini hanya dapat 

diterapkan kepada anak pelaku kekerasan seksual usia 14 tahun sampai dengan usia 18 tahun 

(Pasal 81 ayat 3 UUSPPA), dan dalam Pasal 81 ayat 5 UUSPPA di tegaskan bahwa Pidana 

penjara terhadap anak hanya digunggakan sebagai upaya terakhir.  

Apabila apabila anak melakukan kekerasffan sekhhsual pada saat usianya telah 12 

tahun namun belum berusia 14 tahun sesuai dengan ketenhhtuan Pasal 69 ayat 2 UUSPPA, 

terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindhhakan berdasarkan Pasal 82 

ayat 1 UUSPPA meliputi:  

a. Pengembalian kepada orang tua/wali;  

                                                           
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.12, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, hal.177   
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b. Penyerahan kepada seseorang;  

c. Perawatan di rumah sakit jiwa;  

d. Perawatan di LPKS;  

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta;  

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau  

g. Perbaikan akibat tindak pidana.  

Pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yanghh beluklm berusia 12 tahun 

maka terhadapnya tidak dapat dikenai pertanggungjaggwaban (Pasal 1 ayat 3 UUSPPA). Hal 

ini dipertegas dalam pasal 21 UUSPPA  yang menggamffbarkan Anak belum berumur 12 (dua 

belas) tahun yang melakukan atau diduga melakuddkan tindak pidana, Penyidik, 

Pemmmbimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk 

menyedrahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program 

pendidikan, pembinaan, dan pembimbibbngan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi 

yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 

6 (enam) bulan.  

1.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual Menurut KUHP 

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan dan 

pelanggaran. Pelvvanggaran yang dimaksud yaitu perjjbuatan-perbuatan yang sifat melawan 

hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan.7 Perbuatan pidana 

tidak termasuk pe  ngertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk 

kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakjah orang 

yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidnana, tergajjntung kepada apakah dalam 

melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. 

Dari uraian di atas ternyata bahwa untuk adanya suatu kesalahan harus dipikirkan dua 

hal sebelum melakhhukan perbuatan pidana, yaitu: 

a. Adanya keadaan psychis (batin) yang tertentu. 

b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang 

dilakukan, hingga menimbulkan sebuah celaan.  

Menurut para sarjana-sarjana hukuoom, kedudukan seseorang anak dalam 

bertanggungjawab melalui tiga masa, yaitu ; 

1. Pada masa pertama, seseorang anak dianggap masih kecil dan dianggap tidak 

mampu memahami hakekat perbuatan tindak pidana serta akibat-akibatnya, dan 

oleh karena itu ia tidak dikenakan pertanbggungjawaban pidana sama sekali. 

2. Pada masa kedua, seseorang anak dapat mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya 

merupakan larangan. Akan tetapi pengetjjahuan dan pengalamannya tidak cukup 

untuk memahami tindakan apa yang diambil oleh hukum terhadap dirinya serta 

memperkiddrakan hasil yang sebenarnya dari perbuatannya. 

                                                           
7  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta; Jakarta, 2008, hal. 71. 
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3. Pada masa ketiga, seseorang anak telah mencapai usia yang cukup utuk memahami 

keduduaknnya dalam hukum, karena itu perbuatannya dikenakan 

pertanggunssgjawaban serta dikenakan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang 

dilakukannya.8 

Menurut Pasal 45 KUHP apabila seseorang anak dibawah kurang dari 16 (enam belas) 

tahun umurnya, ketika melakukan tindak pidana, maka hahhkim bisa menetapkan salah satu 

dari tiga hal, yaitu mengemhhbalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dijatuhi hukuman 

atau diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatujjhi hukuman.9 

Hal itu menginddgat pertumbuhan dan perkembakkkngan fisik, mental, dan sosial 

anak. Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasar UU NO 3 Tahun 1997 Pasal 

24 ayat (1) ternyata lebih sempit (sedikit) apabila dibandiggngkan dengan rumuggsan 

Rancangan KUHP baru. Sedangkan rumusan pengffenaan tindakan terhadap anak menurut 

Pasal 132 rancangan KUHP adalah: a. Pengembaliddan kepada orang tua, wali atau 

pengasuhnya. b. Penyerahan kepada Pemerintah atau seseorang. c. Keharusan mengikuti suatu 

latihan yang diadakddan oleh Pemerintah atau suatu badan swasta. d. Pencabutan surat izin 

mengemudi. e. Perampasan keuntuhhngan yang diperoleh dari tindak pidana. f. Perbaikan 

akibat tindak pidana. g. Rehabilitasi, dan atau h. Perwatan di dalam suatu lembaga.10 

1.3  Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif 

Kemampduan bertangghungjawab dapat diarjtikan sebagai kondisi batin yang normal 

dan sehat dan mampunya akal seseorang dalam membehhda-bedakan hal-hal yang baik dan 

hal yang buruk atau mampu untuk menginsyafi sifat melahhwan hukumnya suatu perbuatan 

dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk melakukan kehendaknya. 

Faktor untuk menenttukan kemavvmpuan bertanbbggungjwabab yaitu ada 2, pertama 

dalah faktor akral dan yang kedua adalah faktor kedhendak. Akal, yaitu digunakan untuk 

menentukan dan membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana 

yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kehendak yaitu dipermmbolehkan dan yang tidak 

diperbolehkan tingkah lakunay yang diperoleh dengan keinsyafan.11 

Anak dapat tidak diajukan tuntutnan pidana apabila anak berusia dibawah 10 (sepuluh) 

tahun yang diatur dalam KUHP. hanya dikenakan suatu tindadkan. Pasal 44 KUHP berlaku 

juga bagi anak-anak dan tidak hanya untuk pidana orang dewasa, apabila anak mengalami 

cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit anak tidak dipertanggungjawabkan secara 

pidananya. Terhadap anakcc dianggap tidak ada kesebbngajaan/ kealpaan daripada orang 

dewasa. 

Apabila anak tersebut belum cukup mempunhhyai penginsykkafan tentang perbuatan 

yang dilakukannya, maka tidak dipidana jika tidak ada kesalahan anak tersebut tidak dapat 

                                                           
8  Ahmad Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam . PT. Bulan Bintang : Jakarta. 1993, 

   hal. 374. 
9  Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika; Jakarta. 2000, hal. 27.  
10  Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika; Jakarta. 2000, hal. 28. 
11  Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana . Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hal. 171. 
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diperkecualikan. Jadi, tidak dapat dipidananya anak yang demjjikian tidak didasarkan atas 

suatu pasal dalam KUHP, tetapi atas daffsar hukum yang tertulis. 

Kemampuan pertanggungjaddwaban dimaknaihh sebagai knnemampuan bertanggung 

jawab adalah keadaan dimana seseorang dianggap cakap hukum dan mampu 

mempertanggungjawabkan. Biasanya ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab ini 

dijelaskan oleh UU berbentuk aturan batas umur, alasan penghapus hbbbukuman dan 

sebagainya. 

Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak memiliki hak dalam menjhhalani proses 

peradilan pidana, hak tersebut tertera dalam Pasal 3 UU NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yaitu : 

Pasal  3 a. Diperlakukan secara manusiawi dengan mempennrhatikan kebutuhan sesuai dengan 

umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. memperffoleh bantuan hukum dan bantuan lain 

secara efektif; d. Melakukan rekreasional; e. Bebas dari penbbyiksaan, penghukuman atau 

perlakuan lain yang kejam, tidak manusiaccwi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;  f. 

Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; g. Tidak ditangnnkap, ditahan, atau dipenjara, 

kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singmmkat; h. Memperoleh 

keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup 

untuk umum; i. Tidak dipublikasikan identitasnya;  j. Memperoleh penddddampingan orang 

tua/wali dan orang yang terpercaya oleh Anak; k. Memperoleh advokasi sosial; l. Memperoleh 

kehidupan pribadi; m. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat; n. Memperoleh 

pendidikan; o. Memperoleh pelayvvanan kesehatan; dan p. Memperoleh hak lain sesuai dengan 

ketentuan perUUan. 

Maidin Gultom, anak memiliki hak-haknya dalam kedudukannbbya sebagai pelaku, 

korban atau saksi, dapat dibedarrkan antara lain hak anak sebelum persidangan, selama 

persidangan, setelah persidangan, sebagai berikut :12  

1. Hak Anak Sebelum Persidangan 

a. Hak anak sebelum jalannya proses persidangan, sebagai pelaku tindak pidana 

antara lain sebagai berikut : 

1) Hak untuk tidak dianggap sebagai pihak yang belum terbukti bersalah. 

2) Hak untuk memperoleh perlindungan atas tindakan yang merugikan anak 

misalnya, kekerasan fisik, menderitaana mental dan sosial dari pihak 

manapun. 

3) Hak untuk memperoleh dampingan khusus dari penasehat hukum untuk 

mengikuti jalannya proses pengadilan secara gratis (prodeo). 

4) Hak untuk memperoleh pengawasan dari pihak yang menangani ksus anak 

dan ikujjt serta dalam pemeriksaan terhadap dirinya. 

b. Hak anak sebelum jalannya peroses persiddangan sebagai korban tindak pidana 

anatara lain : 

                                                           
12  Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. 

Refika Aditama: Bandung ,  2008, hal. 101. 
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1) Hak memperoleh fasilitas dan pelayanan karena mengalami penderibtaan 

mentall, fisik dan sosiallnya. 

2) Hak untuk memperoleh tindakan lanjut dari laporan yang dismapaikan 

korban dan tanpa imbalan atau biaya. 

3) Hak untuk memperolleh perlindungan yang menimbulkan penderitaan fisik, 

mental dan sosial dari pihak manapun. 

4) Hak untuk memperoleh pendamping khusus dari penasehat hukum anak 

untuk mengikuti jalannya proses pengadilan secara gratis (prodeo). 

5) Hak untuk memperoleh pengawasan dari pihak yang menangani kasus anak 

dan ikujjt serta dalam pemeriksaan terhadap dirinya sebagai pelapor atau 

korban. 

b. Hak anak sebelum jalannya proses persidangannn sebagai saksi dan saksi korban 

antara lain : 

1) Hak untuk memperoleh tindakan lanjut dari laporan yang dismapaikan, 

tanpa mempersulit para pelapor. 

2) Hak untuk memperolleh perlindungan yang menimbulkan penderitaan fisik, 

mental dan sosial dari pihak manapun dari kesaksiannya. 

3) Hak untuk memperroleh pengawwasan dari pihak yang menangani kasus 

anak dan ikujjt serta dalam pemeriksaan terhadap dirinya sebagai sebagai 

saksi. 

2. Hak Anak Selama Persidangan 

a. Hak anak selama jalannya proses persidangan, sebagai pelaku antara lain sebagai 

berikut : 

1) Hak memperoleh penjelasan tentang kasus pidananya dan mendapeatkan 

penjelasann mennngenai tata cara persidangan. 

2) Hak untuk memperoleh pendapingan dari pensehat hukum anak selama 

jalanya proses persidangan. 

3) Hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dalam persidangan serta ikut 

serta dalam kelancaran persidangan. 

4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penderitaan mental, fisik, 

sosial sehingga tidak merugikan anak. 

5) Hak untuk mengutarakan masukan atau pendapat. 

6) Hak untuk memperoleh ganti kerugian yang ditimbulkan dari penderitaan 

anak yang didapat pada saat proses ditangkap, ditahan, dituhhntut ataupun 

diadili berdasarkan UU. 

7) Hak untuk memeproleh pembinaan yang posittif, yang dapat dijadikan oleh 

anak sebagai  pengembangffan dirinya sebagai manusia. 

8) Hak untuk memperoleh persidangan yang tertutup demi tersembunyinya 

identitas anak. 

b. Hak anak selama proses persidangdan, sebagai korban anatar lain adalah sebagai 

berikut : 
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1) Hak untuk mendapatffkan fasilitas ikut serta mempetrlancar persidangan 

sebagai saksi/korban. 

2) Hak mendaipatkan penjelasan mengenai tata cara persiddangan dan 

kasusnya. 

3) Hak mendggapat perlindungan terhadap tindakan yang merugikan 

penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja. 

4) Hak untuk menyatakan pendapat. 

5) Hak untuk mebbmohon ganti kerugian atas kerugian, penderitnaannya. 

6) Hak untuk memohon persidangan tertutup. 

c. Hak anak selama permmsiddangan, dalam kedudkukannya sebagai saksi dan 

saksi korban meliputi : 

1) Hak untuk dapat fasiddlitas untuk menghhadriri sidang sebagai saksi.  

2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan. 

3) Hak mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi.  

3. Hak Anak Setelah Persidangan 13 

a. Hak anak setelah persidangan, dalam kedudukannya sebagai pelaku meliputi : 

1) Hak untuk mendapatkssan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi 

sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai Pemasyarakatan. 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 

merugikan, yang menimjjbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai 

macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya). 

3) Hak untuk tetap dapat berkkhubungan dengan orang tuanya, keluarganya. 

b. Hak anak setelah persidangan, dalam kedudukannya sebagai korban meliputi : 

1) Hak untuk mendapatkan pllerlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 

merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai 

macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya). 

2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.  

c. Hak anak setelah persidangan, dalaoom kedudukannya sebagai saksi meliputi : 

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 

merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial dari 

siapa saja. 

UU NO 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam 

pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi ggsecara tersendiri, sebagaimana tertera pada pasal 71 

ayat (1) dan (2) Undang Undang NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Berikut adalah sanksi pemidaffnaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dikenakan 

kepada pelaku tindak pidana anak yang terbagi atashh pidana pokok dan pidana tambahan, 

yaitu: 

Pasal 71; (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana perigngatan; b. Pidana dengban 

syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasban. 4. 

                                                           
13  Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers: Jakarta, 2014,hal. 23. 
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Pelatihan kerja;  5. Pembinaan dalnam lembaga; dan  6. Penjara. (2) Pidana tambahan terdiri 

atas:  a. Perampasan keumntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. Pemenuhan 

kewajiban adat. 

Batas pemidanaan di Indonesia sanagat berbeda-beda, tetapi dalam pasal 4 UU NO 3 

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah menggambarkan batasan usia bagi pemidanaan 

anak di Indonesia, yang menggambarkan sebagai berikut ; (1) Batas umur Anak Nakal yang 

dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 

umur 18 tahun dan belum kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tjjindak pidana pada batas 

umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak 

yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, 

tetap diajukan ke sidang anak. 

Dalam hal ini menunjubbkkan bahwa pembentuk UU mempunyai ketegasan tentang 

usia berapa seseorang diartikan sekkbagai anak sehingga berhak mendapat keringanan 

hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. 

Menurut Psal 5 UU NO 3 thun 1997 menggambarkan bahwa ; (1) Dalam hal anak belum 

mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap 

anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. (2)Apabila menurut hasil 

pemeriksaan, penyidik berpendapat bahkkwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan 

kembali anak tersebut kepada orangtua, wali atau orangtua asuhnya. 

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belum berusia 8 tahun akan 

tetapi telah melakukan tindak pidanann, tedapat 2 tindakan alternatif yang dapat dilakukan 

atau diberikannn kepada anak. pertama, dikembalikan kepada orangtnnua atau wali, apabila 

memenuhi syarat anak tersebut masih dapat dibimbign dan dibina. kedua, apabila anak 

tersebut tidak dapat dibina oleh orang ttua atau wali maka diserahkan kepada Departemen 

Sosial. Dengan demikian tidak akan ada lagi kejanggalan-kejanggalan dalam sidang pengadilan 

bagi perkara anak karena adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum 

bagi mmmpemidanaan anak. 

2. Konsep Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Model Restorative Justice   

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Yang 

memiliki model penyelesaian permasalahan hukum yang berdasarkan kearifan lokal (local 

wisdom). Bung Karno menggunakan sistem gotong royong sebagai ideologi negara Indonesia 

yang mempunyai nilai-nilkkai keadilan restoratif. Sila ke-4 dalam Pancasila adalah suatu nilai 

yang  mempraktekkan keadilan restoratif dan  memungkinkan untuk musyawarah lebih 

menekankan jalan terbaik dajjn kebaikan bersama, bukan jalan menang-kalah sebagai cerminan 

kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah.14 

Dalam UU NO 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sudah memiliki upaya dalam 

perubahan cara pandang pemiwdanaan anak di Indonesia, yang dibuat tidak untuk 

                                                           
14  Hadi Supeno, Kriminialisasi Anak Tawanan Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, 

PT.Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2010, hal.198. 
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memhhberikan pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan msa depan dari 

anak lebih diarahkan kepada proses pembinaan. Namun, pandangan ini dirasa belum cukup 

karena perkemllbangan lebih jauh dari aturan dalam UU pengadilan anak di mana paradigma 

yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana 

yjjang mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan 

pidana. Oleh karena itu, dalam pembahasan rancangan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, 

konsep restorativehh justice dan diversi dimasukkan dalam pembahasan.15 

Menurut Dignan, Restorative justice yaitu alternatif lain peradilan kriminal dengan me-

ngedepjjjankan pendekatan pribadi pelaku dan korban. Dan peran masyarakat untuk mencari 

solusi dan kembali kepada pola hubungan yang baik yang menjadi satu kesatuan. Restorative 

justice memiliki keterkaitan dengan tindak pidana anak dan mengutamakan perbaikan atas 

kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Restorativ justice dijalankan dengan melajjlui 

proses koopeeeratif dan membutuhkan keterlibatan dari semua pihak. 

Program mengatasi persoalan kejahatanyang diupayakan restorative justice yaitu sebagai 

berillkut.  a. Restorative justice adalah perkembangan sosial yang mengutamakan konsep 

perluasan pemikiran yang menggunakan cara-cara damai dan mengutamakan pendekatan bagi 

korban yang dirugikan akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pelanggaran 

hukkum dan pemecahan masalah; b. Restorkkkative justice membangun hubungan persaudaraan 

untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan dan merespon 

secara konstruktif atas tindak pidana anak yang terjadi dalam masyarakat; c. Restorative Justice 

lebih mengutamakan dan menguntungkan kebutuhan bagi korban dan mencari pendekatan 

yang terbaik bagi tindak pidana anak, masyarakat berperan dalam menjaga keamanan dan 

memelihara mertabat bagi semua pihaak. 

Keadilan restorative yang digunakan oleh peradilan pidana anak bertujuuan untukk; a. 

adapnay upaya mendamaikan antara anak dengan korban; b. penyelesaian perkara di luar 

proses peradilan lebih diupayakan; c. pengaruh negative proses peradilan harus dijauhkan dari 

tindak pidana anak; d. tanggung jawab anak dapat diperoleh; e. kesejahteraan anak harus 

diutamakan; f. mengusahakan agar anak terhindar dari jeratan perampassan kemerdeekaan; g. 

adanya partisipasi dari masyarakat; h. keterampilan hidupa anak lebih ditingkatkan; 

Berikut adalah hubunngan antara kejahaatan, pelaku, korban, masyyarakat dan neegara 

yang berdasarkan prinsip dasar yang menonjol dari restorative justice adalah; a. menempatkan 

kkejahatan bukan sekedammmr pelanggaran hukum pidana melainkan sebagai gejala yang 

menjaadi bagiian tindakann sosial dan;  b. teori peadilan pidana yang difokuskan restorative 

justice adalah melihat pandanggan mengenai kejahhatan yaitu tindakan pelaku yang dilakukan 

terhadap orang lain dan bukan termasuk terhadap tindak pidana terhadappp negara. Sehingga 

hubunggan dan tanggungjjawab pelaku dalam penyelesaian perkara terhadap korban dan 

masyarakat akan lebih baik ; c. pandangan terhadap kejahatan diangggap sebaagai tindak 

pidana anak akan mengakibatkan kerugiaeeen yaitu dapat merusak hubungan sosial antar 

masyarakat. Oleh sebab itu hukum pidana jelas berrbeda karena menilai hukum pidana 

                                                           
15  Nasir Jamil.M, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika Offset; Jakarta, 2015, hal.134. 
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dianggap sebagai kejahatan sebagai masalah neegara, hanya negara yang berhaak 

menghuookum; d. penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjhharaan dianggap tidak 

efektif dalam proses penyelesaian konflik sosial, kkarena sudah ada konsep restorative justice 

sebagai alternatife penyelesaian perkara anak. 

Prinsip dasar untuk membentuk restorative justice adalah adanyaooo pemulihan 

terhadap korban yang mengalami kerugaian akibat kejahatan. Pelaku juga harus terlibat dalam 

pemulihan keadaan dan keikutsertaan pengadilaan negeri juga sangat penting yang memiliki 

peran menjaga ketertibban uumum danfff melestarikkan perdammaiana yang adeil.  

Dalam pelaksanaan konsep restorative justice dalam peradilan di Indonesia, diharuskan 

adanya upaya atau tindakan untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian akibat 

terjadinya tindak pidana, dan pelaku dalamlll hal ini turut serta dalam upaya pemmulihan 

tersebut, semua itu digunakan dalaggm rangka menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga 

perdaamaian yang adil. 

Restorative Justice memberikan penawaran berupa solusi terbaik dalam menyelesaaikan 

kasus kejahatan tindak pidana anak, yaitu dengan menguutamaan permasalahan dari inti 

permasalah suatu kejahatan. yang diperhatikan yaitu memperbaiki kerusakan dan mengganti 

kerugian yang disebabkan atas terjadinya tindak pidana tersebut, yang merupakan bagian 

terpenting dalam penyelesaggian perkara tindak pidana anak. Bagian terpenting dari konsep 

restorative justice yaitu perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa 

kejahatan. Konsep restuuorative justice memang bukan konsep yang sudah baik dan sempurrna, 

penerapannya harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara 

tersebut sehingga berjalan dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara. Pihak 

yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri jadi pada saat konsep ini akan 

diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari 

kkmasyarakatitu sendiri.16      

Dibandinkkg dengan pengadilan retributive yang bersifat menghukum, Restorative justice 

daripada menempatkan para pihak secara terpisah tetapi lebih memilih memposisikan para 

pihak secara bersama-sama, yang menimbulkan keutuhan tanpa adanya pemikiran untuk 

memecah belah para pihak. Pendekatan dengan cara mkkkenyatukan dan menggabungkan 

pandangan dari semua pihak yang memilihhki kepentingan dalam tindak pidana itu sehingga 

tercapailajh tujuan dari konsep Restorative Justice. Prinsip yang mengikuti panduan dalam 

restorative justice tidak hanya dilihat dari sistem modern melainkan juga sebagai satu-kesatuan 

dari bagian yang sehubungan. 

2.1  Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan 

Restorative Justice Menurut PERMA NO4 Tahun 2014 

 Pidana penjara banyakk membawa dampak buruk dan efek negative bagi anak, 

sehingga peradilan pidana anak saat ini banyak mendapat kritik. Dengan dirampsanya 

kemerdekaan anak efek negatif pidana penjara tersebut semakin kencang, jika dilhihat dari 

                                                           
16  Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, 

Bandung, PT Refika Aditama, 2009,  hal. 198. 
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sudut pandang efektifitas dari pidsana penjaraa tersebut. Pandangan kedepan yang lebih 

bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan pelaku jelas adanya kritikan 

dengan adanya pidana penjara tersebut.17 

Beberapa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindakan hukum. Contohnya 

adalah pengaruh dari lingkungan anak dimana masa anak-anak adalah proses meniru yang 

paling cepat serta mencari lljati diri. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan 

perlindungan, maka dibutuhkan alternative lain sebagai sistem penyelesaian perkara pidana 

anak dan perlu pehhmikiran lain dalam proses pidana anak sehingga dianggap lebih baik 

untuk anak. Berawal dari pemikiiran tersebut, maka terbentuknya konsep diversi yang artinya 

menuurt bahasa indonedia adalah proses pengalihan. Dari berbagai dokumen sudah diatur 

Penkkgertian diversi. Dalam dokumen manual peljjatihan untuk polisi, disebutkan diversi 

adalah proses pengalihan bagi kasus anak yang diduga melakuuukan tindak pidana dari proses 

formail dengan atau taanpa syaratt. 

Dalam Black Law Dictionary, koonsep diversi disebut juga denga istilah divertion 

programme, yaitu: Program pelatihan kerja, pendidjjikan dan lain sebagainya yang peruntukkan 

terhadap seorang tersanjjjgka sebelum proses persidangan berupa community programme. Yang 

dimana jika tersangka dianggap berhsil dalam program tersebut dimungkinkan tersangka 

tersebut tidak perlu melanjuttkan proses peraadilan pidana selanjuutnya. 

Dengan adanay proses diversi, tindak pidana pelaku anak tidak harus langsung 

dimasukkan ke dalam peradilan pidana anak, karena penyelesaian perkara tindak pidana anka 

dapat dilakukan melalui meddiasi atau musyawwarah sesuai dengan ketentuan di dalam 

Perma NO 4 Tahun 2014. Sebagai aturan lanjutan mengenai diversi Perma NO 4 Tahun 2014 

disahkan sejak Bulhhan Juli 2014 yang sebelumnya tercantum di dalam UU SPPA. 

Dalam Perma NO 4 Tahun 2014 terdapat beberapa materi penting, salah satunya adalah  

mengenai penetapan umur anak, diversi hanya diperuntukkan bagi anak yang sudah berumur 

12 tahun dan belum berumrur 18 ttahun atau telah kkberumur 12 tahun apabila sudah kawin 

akan tetapi belum berusia 18 tahun yang telah patut diduga melakukan tindakk piddana. 

Pengaturan penting lainnya yaitu merujuk pada kewwajiban hakim dakkklam pengupayaan 

proses diversi dalam perkara anak diduga melakukann tindak pidana dengan jjpenjara di 

bawah 7 tahun. Dan kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman 

penjjara pidaana 7 tahunff atau lebih dalam bentuk suraat dakwaan subsidaritas, alhhhternatif, 

akumulatif, ataupun gabungan. Dari penegasan pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa 

Mahakmah Agung menunjukkan keseriusan dalam perlindungan anak, tidak terkecuali bagi 

anak yang berstatus kawin dan jenis tindak pidana yahhhng didakwakan selama kemungkinan 

diversi masih bisa dilakukan.18 

Aparat penegak hukum diberikan kewenangan oleh Perma NO 4 Tahun 2014 untuk 

melakukan tindahhkan kebijaksanaan dalam semua tahap pemerriksaan, tahap penyidikan, 

                                                           
17   Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum. PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia : Jakarta, 2008. hal.38.   
18   Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia, Vo.2 NO2. Jakarta; Jurnal Rechstvinding, 2013. hal. 231. 
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tahap penunntutan, tahap pemmeriksaan, tahap persidangan di pengadilan sampai pada tahap 

dilaksanakannya putusan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan anak tidak terlibat 

langsung secara aktif dalam proses persidangan layaknya terdakwa pada proses peradilan 

umum. 

Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan proses diversi dalam 

sisstem peradilann pidadna anak, yaitu: 

• Tahap penyidikan Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan, pada saat penyidik 

telah menerrima laporaan adanya planggaran tindak pidana, selanjutnya pneyidik 

mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan serta penykkidikan. Selanjutnya 

penyidik mengkonfirmasi ke pihak Balai Pemhhasyarakatan (Bnnapas) untuk 

koordinasi langkah selanjutnya. Saran akan diberikan kepada penyidik ketika pihak 

Bapas telah membuat laporan penelitian ke masyarakat untuk melakukan diversi. 

Dari saran Bapas tersebut, penyidhik dapat memfasiitasi untuk melakukan proses 

diversi. 

• Tahap penuntutan Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Pejjnuntutan, dalam hal ini 

penuntut umum paling lama 7 hari wajib meggngupayakan diversi setelah berkas 

perkara dilimpahkan dari penyidik. Paling lama 30 hari proses diversi akan 

dilaksanakan. Pada saat proses diversi tahap penuntutan, akan diadakan 

musyawarrrah antara anak dengan orang tua atau walinnya, korban dengan orang 

tua atau wannlinya, pembimbing masryarakat, dan pekerja sosial professional. 

• Tahap persidangan bagi terlaksananya Diversi dalam Proses Persidangan, setelah 

menerima berkas perkara dari penuntut umum. Ketua pengadilan Negeri wajib 

menehhhtapkan dan menunjuk Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara 

Anak maksimal 3 hari. Selanjutnya dalam proses sebelum persidangan Hakim wajib 

mengupayakhhan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua 

pengdadilan negeri sebagai hakim. Pelaksanaan Diversi maksimal harus sudah 

terlaksana selama 30 hari. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, makaccc dapat disimpulkan bahwa Perma NO 4 

Tahun 2014 tentang Diversi adalah peraaaaturan baru yang menghasilkan dan menerapkan 

prinsip restorative justice, hal itu disebabkan dengan adanya langkah yang efisiensi peradilddan 

di Indonesia, khususnya peradilann anak. Sehingga peradilan lain dapat mengacu pada upaya 

Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi peradilan lain karena restorative justice dengan 

mengupayakan proses diversi ini dapat diselesaikan secara dammai dan musyawarah, tetapi 

korban tetap diperhatikan hak-haknya dan bagi pelaku tetap bisa mempertanggungjawhabkan 

perbuatannya. 

2.2 Proses Diversi  

UU NO 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengalami pembaruan yang bersifat 

revolusiioonerr, yaitu terciptnaya dan adanyjja diversi, pembaruan tersebut yaitu adanya 

diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidgikan, proses penunntutan, dan pada saat tahap 

pemerfiksaan perkarda Anak di pengaddilan neggeri wajib diupayhakan adanya Diversi, 

dengan disertai syarat apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut diancagggm dengan 
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pidansa penjara maksimal  7 (tujuh) tahun dan tidak termasuk sebagai tindak pidana 

pengulangan. Tujuan dan maksud dari dilakukannya diversi yatiu: 1. Memperoleh 

perdaamaian antara anak dengan korban yang dirugikan; 2. Menghindarkan anka dari prose 

peradilan di pengadilan; 3. Menghindar pjjjerampasan kemerdekaan apabila anak diproses di 

pengadilan; 4. Mengajak masyarakat untuk turut serta dan berpartisipasi dalam perlindungan 

anak; dan 5. Menciptakan rasa tangglllung jawab terhadap anaak. 

Selain itu hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversi yaitu; 1. Kepeentingan bagi 

pihak yang dirugikan atau korban; 2. Terciptanya tingkat kesehjahteraan dan ttanggung jawabb 

bagi anak; 3. Anak dan korban harus dihindarkan dari penilaian negattif; 4. Anak dan korban 

dihindarkan dari adanya tindakan pembbalasan; 5. Adanya harmonisasi antar masyarrakat 

sekitar, dan; 6. Kepartutan, kesuhsilaan, dan keterntiban uimum. 

Penegak hukum yaitu baik Penyidik anak, Penuntut Umum anak, dan Hakiggm anak 

dalam melaksanakkan diversi harus mempefffrtimbangkan; 1. Jenis tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak; 2. Usia anak; 3. Hasil peneliggtian yang dilakukan oleh kgemasyarakatan 

dari Batlai Permasyaraknnatan; 4. Adanya dukugngan keluarhga dan lingkungan masyargakat 

sekitar. 

Persetujuan anak korban dan keluarga anak korban sertaaa kesediaan anak dan 

keluarganya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh anak korbannn, hal ini tidak berlaku 

bagi tindbbbak pidfana berupa pelganggaran, tindcccak pidana yang tidak ada atau tnanpa 

korban, tindak pidana rigngan, atau kerugian yang dialami korban tidak lebih dari upah 

minimal daerah tertentu. 

Hasil kesepakatan diversi antara lain yaitu; a. Terjadinya pertdamaian dengan 

menggganti kerrugian atau tidak adanya kerugian; b. Diserahkan kepada orang tua/wali anak; 

c. Didaftarkan dan diikutsertakan dalam program pendidiikan dan pelatihan di lembaga 

LPddKS maksimal atau paliing laama 3 (ttiga) bulan; d. Peltayanan masyharakat. 

Apabila tindak pidana yang dilakuakan oleh anak berupa pelanggaran, tindak pidanan 

tanpaa koeban, tindak ppidana rringan atau kerugian yang dialami oleh korbann tidak lebih 

dari upah minimal wilayah tersebut, bisa dilaksanakan oleh penyidihhk, dengan pelaku dan 

keluarrrganya, Pembiimbing kematsyarakatan, dan mendatangkan tokoh adat atau masyarakat. 

Bentuk penyelesaiannaya berupa sebagai berikut; a. Mengmebalikan kerugian yang dialami jika 

ada korban; b. Melaksanakan program rehabrilitasi kesehatan dan psikologi; c. Diserahkan 

kepadda orrang tua/wali anak; d. Diikutsertakan anak dalam program pendididkan dan 

pelatihan kerja di LPKS maksimal 3 (tiga) byulan; e. Melakukan dan membantu pelayanan di 

masyarakat maksirmal 3 (tiga) bulian.    

Proses peradilannn pidana anak dapat dilanjutkan ketika pross diversi tidak 

menghasilkan kesepakatan dalam bermusyawarah atau tidak terlaksananya diversi. Sehingga 

nomor register perkara anak pada tahap kepolisiansmapai tahap Lembaga pembinaan khusus 

anak dibutat sercara khussus . 

Penegak hukum anak yaitu penyidik, penunttu umumm, hakim advokad dan 

pembimbing kemasyarakatan anak ketika sedang melakukan interogasi kepada anak, anak 

korban maupun anak saksi harus memrperhatikan dan menggunakann prikknsip ketpentingan 
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yang terrbaik untuk anak dan mengusahhakan agar suasana kekeluargyaan tetap dijaga. 

Pada saat anak diproses di pengadilan, semua yang terkait dengan identitasa anak, anak 

korban, dan anak saksi yaitu tentang nama anak, nama anrak saksi, nama atnak korban, nama 

orarng tyua anak, tempat tinggal atau alamat, wajah dan lainnya yang dapat mengungkapkan 

identitas anak, anak korban dan anak saksis, harus dirahasllliakan dari berita yang di terbitkan 

di meddia cettak maupun elektrtonik.19 

Ketika anak belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, para penegak hukum muali dari 

penyiwdik, pembimybing kemasyajrakatan dan pekerrja sotsial professional mengambilkkk 

langkah untuk; a. Mengembalikan kepada orang tua/wali anak; b. Mendaftarkan dan 

mengikutsertakan anak ke dalam progrram pendyidikan, pemrbinaan dan pembhimbingan 

pada lembaga pemerintahan atau lembaga penyelengrgaraan kesejathteraan srosial pada 

inestansi yang menangakkkni bidang kesejahteuraan sosial di tingkat pusat atau di tingkat 

daerah selarma 6 (enam) brulan. 

 

C. PENUTUP 

Kesimpulan 

Aanak adalah calon pemimpin bangsa dalam masa depan, oleh karenanya, anak 

seharusnya memperoleh hakkkkknya sebagai anak. Dengan berlakunya UU NO 11 Tahun 2012 

tentang Sistejjjm PeradRilan Piwdana Anyak, wajib mengutarmakan pendekyatan keaditlan 

restworatif dan mengupkkayakan diveyrsi. Dengan tujuan agar proses perkara pidana anak 

dapat diselesaikan diluar pengadilan. Diharjjjapkan agar hak-hak anak tidak terganggu serta 

terjaga pikmmiran dan mentalnya meskipun sedang manjalani proses hukum dan 

mhhempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyelesaian melalui diversi dilaksanakan 

dengan cara musryawarah dengan meeelibatkan arnak dan ortang tua atau walii, korban 

dan/atau orang tua/walinya, pembimbting kemasyarahhkatan, dan peykerja sosial 

professional berlandaskan perndekatan keadilan restorative. Sewwrta dapat melibayytkan 

tenaga kesejahtteraan sosial, dan/atau masyarakat.    

Saran 

1. Peran orang tua dalam menjagcca dan mendidikwww anak sangat dibutuhgggkan agar 

terhindar dari tindak pidana, melakukcccan pengawasan terhadap perilaku anakpp 

dalam kehidupan sehari-hari dengan mengunakan pendekatan psikologis. Mengikqquti 

tumbuh kembang anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkunghhan 

sekitar.  

2. Para aparat penggegak hukum anak dalam proses peradilan pidana anak mulai dhhari 

penyidik, jaksa pehhnuntut umum, penasehat hukum dan hakim diharapkan lebih 

memahami perueendang-undanwwgan tentyyang anak, serta memjjiliki minat, 

perhlatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Aktif dalam pengawasan dan terlibat 

langsung sebagai mediator dalam proses penjjyelesaian perkara pidana anak dengan 

model restorative justice. 

                                                           
19  Ibid, hal.78. 
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3. Di Indonesia sistem peradilan pidana anak masih bnayak yang belum melaksanakan 

konsep restorative justice dan belum dilakuakn secara merata di berbagai lembaga 

peradilan. Oleh karenanya dibutuhkan sumber daya manusia yang siap dalam berbagai 

lembaga peradialn khususnya tindak pidana anka, dan belum adanya penyesuaian antara 

aturan hukum yang berlaku dengan kelehhngkapan infrastruktur yang menunjaffng  
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